KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELASI A

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
NOMOR W16.U1/28/KPN/SK/OT.01.3/I11/2023
TENTANG

IMPLEMENTASI AKURASI PELAKSANAAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA,

Menimbang : Bahwa untuk mendorong pelayanan yang cepat,
mudah, transparan, terukur dan terjangkau
khususnya dalam pelaksanaan eksekusi perkara
perdata, dan mengoptimalkan penyelesaian
permohonan eksekusi maka perlu ditetapkan
implementasi akurasi pelaksanaan eksekusi para
Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Mengingat : 1. Hukum Acara Reglemen Acara Perdata
(Reglement op de Burgerlijke
Rechtvordering, Staatsblad 1847: 52
sebagaimana telah diubah dengan
Staatsblad 1849: 63);

2. Reglemen Hukum Acara untuk
Daerah Luar Jawa dan Madura
(Reglement Tot Regeling Van Het
Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en
Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227));

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Mahkamah Agung Nomor
40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang
Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.

6. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Mahkamah Agung Nomor
3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Panjar
Biaya Eksekusi, Biaya-Biaya Lain Dalam
Pelaksanaan Eksekusi Dan Status Sisa Panjar
Biaya Eksekusi.

7. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
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Mahkamah Agung Nomor 846/DJU/HM.02.3/
8/2021 perihal Pelaksanaan Eksekusi pada
Pengadilan Negeri dan Kepatuhan Penginputan
Data Eksekusi Pada SIPP.

8. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Nomor 586/DJU/HM.02.3/
6/2022 perihal  Kepatuhan  Pelaksanaan
Eksekusi.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA TENTANG IMPLEMENTASI AKURASI
PELAKSANAAN EKSEKUSI  PADA PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA

Implementasi Akurasi Pelaksanaan Eksekusi Pada Pengadilan
Negeri Palangkaraya sebagaimana Lampiran, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan
ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

2. Yth. Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya.

3. Yth. Tim Penjaminan Mutu/RB/ZI PN Palangkaraya:
Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana,
Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas
Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik.

Ditetapkan di: Palangkaraya
Pada tanggal: 16 Maret 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

H. AGUNG SULISTIYONO
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
NOMOR W16.U1/28/KPN/SK/HK.00.8/1II/2023

TANGGAL 16 Maret 2023

IMPLEMENTASI AKURASI PELAKSANAAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN

NEGERI PALANGKARAYA

A. DASAR

1.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah
Agung Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman
Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.

Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah
Agung Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi,
Biaya-Biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi Dan Status Sisa
Panjar Biaya Eksekusi.

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah
Agung Nomor 846/DJU/HM.02.3/8/2021 perihal Pelaksanaan
Eksekusi pada Pengadilan Negeri dan Kepatuhan Penginputan
Data Eksekusi Pada SIPP.

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah
Agung Nomor 586/DJU/HM.02.3/6/2022 perihal Kepatuhan
Pelaksanaan Eksekusi.

B. OBJEK EKSEKUSI

Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang
Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.

1.

Eksekusi putusan Perdata

a. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (res judicata /
inkracht van gewijsde).

b. Putusan provisi (terbatas mengenai tindakan sementara
tidak mengenai materi pokok perkara).

c. Putusan serta merta / yang dapat dijalankan lebih dahulu
(uitvoerbaar bij voorraad disingkat UbV), Pasal 180 ayat (1)
HIR / Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 3 Tahun
2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.

Eksekusi Putusan Perdamaian (acte van dading) Pasal 130
ayat (2) HIR / Pasal 154 ayat (2) RBg
Eksekusi grosse akta notarial (Pasal 224 HIR/258 RBg).

Eksekusi jaminan (objek gadai, hak tanggungan, fidusia, sewa
beli, leasing).

Eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan
sengketa atau disebut dengan Quasi Pengadilan yaitu:

a. Putusan Arbitrase Nasional (Pasal 59 dan Pasal 61 UU Nomor
30 Tahun 1999)

b. Putusan Arbitrase Internasional atau Arbitrase asing (Pasal
65, Pasal 66 huruf (d), Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 69 UU
Nomor 30 Tahun 1999).
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c. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Pasal 54-57 UU Nomor 8 Tahun 1999)

d. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Pasal 46 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2005),

e. Putusan Komisi Informasi (Pasal 46 UU Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

5. Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

a. Perjanjian Bersama (Pasal 7 ayat (5) Jo. Pasal 13 ayat (3)
huruf b. Jo. Pasal 23 ayat (3) huruf b) UU Nomor 2 Tahun
2004).

b. Akta Perdamaian (Pasal 44 ayat 4 huruf b Nomor 2 Tahun
2004).

c. Putusan Arbitrase (Pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 2004).

Putusan Perselisihan hak dan perselisihan pemutusan
hubungan kerja (Pasal 110 UU Nomor 2 Tahun 2004).

C. JENIS EKSEKUSI

Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang
Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.

Jenis eksekusi meliputi:

1. Eksekusi Riil diatur dalam Pasal 1033 RV, Pasal 200 ayat (11)
HIR / Pasal 218 ayat (2) RBg.

Eksekusi riil (eksekusi nyata) atas putusan yang bersifat
Condemnatoir yang amarnya terdapat pernyataan “penghukuman”
atau “memerintahkan” terhadap Tergugat untuk melakukan
antara lain:

a. Menyerahkan suatu barang.

b. Mengosongkan sebidang tanah atau rumabh.

c. Melakukan perbuatan tertentu.

d. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan.

2. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan
untuk melakukan pembayaran sejumlah uang Pasal 196 HIR /
Pasal 208 RBg).

Putusan untuk membayar sejumlah wuang, apabila tidak
dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan dengan cara
melelang barang milik yang dikalahkan, yang sebelumnya harus
disita (Pasal 200 HIR / Pasal 215 RBg).

Eksekusi pembayaran wuang meliputi akta yang disamakan
dengan putusan PN

a. Proses akta hak tanggungan.
b. Proses akta hipotik.
c. Proses akta pengakuan hutang.

d. Proses akta jaminan fidusia.
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3. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan
suatu perbuatan dalam pasal 225 HIR / 259 R.bg mengatur
bahwa jika Termohon eksekusi setelah 8 (delapan) hari diberikan
aanmaning tetap tidak bersedia melaksanakan perbuatan yang
telah diputuskan maka atas permohonan dari Pemohon Eksekusi
baik secara tertulis maupun lisan Ketua Pengadilan Negeri dapat
mengubah diktum putusan mengenai perbuatan tertentu tersebut
diganti dengan sejumlah uang.

Perubahan tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan dalam suatu
persidangan insidentil yang dihadiri kedua belah pihak pemohon
dan termohon eksekusi dengan dibuat Penetapan dan Berita Acara,
serta besarnya nilai uang pengganti suatu perbuatan tersebut
harus diberitahukan kepada Termohon Eksekusi, selanjutnya
eksekusi dijalankan sesuai eksekusi pembayaran sejumlah uang.

4. Eksekusi putusan terhadap perkara perdata lingkungan hidup
yang berisi penghukuman melakukan pemulihan lingkungan,
pemohon harus mengajukan permohonan penunjukan auditor
lingkungan guna melakukan perhitungan kerugian dan biaya
pemulihan yang akan digunakan oleh komite yang ditunjuk untuk
melakukan pemulihan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

D. TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN EKSEKUSI

Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang
Pedoman  Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, “Tahap-Tahap
Pelaksanaan Eksekusi”:

1. Permohonan Eksekusi;

a. Telaah terhadap permohonan eksekusi dilaksanakan oleh
Panitera Muda atau Tim yang ditugaskan oleh Ketua
Pengadilan Negeri dan dituangkan dalam resume telaah
eksekusi;

b. Apabila hasil resume telaah eksekusi permohonan
tersebut dapat dilaksanakan, maka dilakukan penghitungan
panjar biaya eksekusi dan pemohon eksekusi dipersilahkan
untuk melakukan pembayaran.

2. Peringatan Eksekusi (Aanmaning).

a. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan
peringatan eksekusi/Aanmaning setelah lebih dahulu ada
permintaan eksekusi dari Pemohon Eksekusi
(Penggugat/Pihak yang menang perkara), dengan
mendasarkan pada Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg.

Penetapan peringatan eksekusi berisi perintah kepada
Panitera/ Juru sita/Juru sita Pengganti untuk memanggil
pihak termohon eksekusi (Tergugat/Pihak yang kalah) untuk
diperingatkan agar supaya memenuhi atau menjalankan
putusan.

b. Apabila termohon eksekusi (Tergugat/Pihak yang kalah) tidak
hadir tanpa alasan setelah dipanggil secara sah dan patut,
maka proses eksekusi dapat langsung diperintahkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri tanpa sidang insidentil untuk
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memberi peringatan, kecuali Ketua Pengadilan menganggap
perlu untuk dipanggil sekali lagi.

c. Peringatan eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri
harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil,
dibantu oleh Panitera, dengan dihadiri pihak termohon
eksekusi (Tergugat/pihak yang kalah), serta apabila
dipandang perlu dapat menghadirkan pemohon eksekusi
(penggugat/pihak yang menang perkara). Sebelum ketua
pengadilan melakukan peringatan eksekusi perlu terlebih
dahulu memeriksa identitas dari termohon eksekusi
(tergugat/pihak yang kalah) ataupun kuasanya dan pemohon
eksekusi.

d. Peringatan eksekusi dalam sidang insidentil tersebut dicatat
dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua
Pengadilan Negeri dan Panitera.

e. Dalam peringatan eksekusi tersebut Ketua
Pengadilan Negeri memperingatkan termohon eksekusi
(tergugat/pihak yang kalah) agar memenuhi atau
melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari
terhitung sejak diberikan peringatan.

f. Dalam hal aanmaning pembayaran sejumlah uang, atau
eksekusi lelang, Ketua Pengadilan Negeri dapat memanggil
pemohon eksekusi/Kreditor dan termohon eksekusi/ debitor
untuk mencari jalan keluar guna meringankan debitor,
misalnya debitor diberi waktu 2 bulan untuk mencari pembeli
yang mau membeli barang/tanah tersebut, apabila hal itu
terjadi pembayaran harus dilakukan di depan Ketua
Pengadilan Negeri. Setelah itu pembeli, kreditor, debitor
menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk
membuat akte jual beli dan selanjutnya melakukan balik atas
nama pembeli.

g. Apabila setelah waktu 2 bulan lampau, debitor tidak berhasil
mendapatkan pembeli, maka eksekusi dilanjutkan dengan
terlebih dahulu menunjuk penilai publik (appraiser) untuk
menentukan harga limit tanah yang akan dilelang (perhatikan
Peraturan Menteri Kementerian Keuangan Nomor
56/PMK.01/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 101/Pmk.01/2014 Tentang Penilai
Publik);Penentuan harga limit tanah yang dilelang ditetapkan
oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan hasil Apraisal dari
Penilai Publik;

h. Sidang pemberian peringatan dicatat dalam Berita Acara
(BA), dan BA ini menjadi landasan keabsahan penetapan
eksekusi selanjutnya;

i. Ketua Pengadilan memperingatkan supaya termohon
eksekusi melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan)
hari (Pasal 196 HIR/207 RBg).

j- Tatacara aanmaning terhadap semua objek eksekusi di atas
relatif sama.

3. Apabila tenggang waktu terlampaui, dan tidak ada keterangan
atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan
putusan, maka sejak saat itu pemohon dapat memohon kepada
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Ketua Pengadilan Negeri untuk menindak lanjuti permohonan
eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak
yang menang (Pasal 197 ayat 1 HIR/Pasal 208 ayat 1 RBg).

4. Sita Eksekusi

a. Apabila perkara sudah dilakukan sita jaminan (conservatoir
beslaag), maka tidak perlu diperintahkan lagi sita eksekusi
(executorial beslaag).

b. Dan apabila dalam perkara tersebut tidak dilakukan sita
jaminan sebelumnya, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat
mengeluarkan penetapan sita eksekusi.

5. Eksekusi riil

a. Dalam hal eksekusi pengosongan tidak selalu diletakkan sita
eksekusi, dapat langsung dilaksanakan pengosongan tanpa
penyitaan.

b. Dalam hal melaksanakan putusan yang memerintahkan
untuk melakukan pengosongan (eksekusi riil), maka hari dan
tanggal pelaksanaan pengosongan ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri, setelah dilakukan rapat koordinasi dengan
aparat keamanan.

c. Apabila termohon eksekusi merupakan unsur TNI (yang masih
aktif atau yang telah purnawirawan), maka harus melibatkan
pengamanan Polisi Militer (PM).

d. Sebelum melakukan eksekusi pengosongan, terlebih dahulu
dilakukan peninjauan lokasi tanah atau bangunan yang akan
dikosongkan dengan melakukan pencocokan (konstatering)
guna memastikan batas-batas dan luas tanah yang
bersangkutan sesuai dengan penetapan sita atau yang
tertuang dalam amar putusan dengan dihadiri oleh panitera,
jurusita/jurusita pengganti, pihak berkepentingan, aparat
setempat dan jika diperlukan menghadirkan petugas Badan
Pertanahan Nasional, serta dituangkan dalam Berita Acara.

e. Dalam hal melakukan pemberitahuan eksekusi pengosongan
dilakukan melalui surat (Surat Pemberitahuan) kepada pihak
termohon eksekusi, harus dengan memperhatikan jangka
waktu yang memadai dari tanggal pemberitahuan sampai
pelaksanaan pengosongan.

f. Pengosongan dilaksanakan dan  dilakukan dengan
memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, dengan cara
yang persuasif dan tidak arogan. Misalnya dengan
memerintahkan pemohon eksekusi menyiapkan gudang
penampungan guna menyimpan barang milik termohon
eksekusi dalam waktu yang ditentukan, atas biaya pemohon.

g. Setelah pengosongan selesai dilaksanakan, tanah atau
bangunan yang dikosongkan, maka pada hari itu juga segera
diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya yang
dituangkan berita acara penyerahan, dengan dihadiri oleh
aparat.

6. Menjalankan Putusan Provisi

Dalam putusan provisi melekat langsung putusan serta merta atau
uitvoorbaar bij voorraad, dengan demikian putusan provisi tersebut
dapat dilaksanakan serta merta, meskipun pokok perkara belum
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diperiksa atau diputus, akan tetapi Pengadilan Negeri harus
melaksanakan secara sungguh-sungguh petunjuk SEMA Nomor 3
Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dengan acuan
penerapan:

a. Ketua Pengadilan Negeri meminta persetujuan terlebih
dahulu kepada Pengadilan Tinggi;

b. Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan atau
menolak memberi persetujuan dengan penetapan;

c. Apabila perkara di tingkat kasasi, maka persetujuan
eksekusi diminta dari Ketua Mahkamah Agung;

d. Ketua Mahkamah Agung dapat mengabulkan atau
menolak memberi persetujuan dengan penetapan.

7. Eksekusi Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu

a. Dasar hukum pelaksanaan Eksekusi Putusan yang dapat
dijalankan lebih dahulu adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2000
dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.

b. Setiap putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu yang
sifatnya eksepsional, baru dapat dieksekusi oleh Pengadilan
melalui mekanisme:

1)

S)

6)

9)

Apabila perkaranya masih di tingkat Pengadilan Negeri
atau pada tingkat banding, Ketua Pengadilan harus minta
persetujuan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan
Tinggi apabila putusan itu hendak dieksekusi;

Apabila perkaranya sudah dilimpahkan ke Mahkamah
Agung, permintaan persetujuan diajukan kepada Ketua
Mahkamah Agung;

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari setelah putusan diucapkan, Pengadilan Negeri
harus mengirimkan Salinan putusan tersebut dan
pernyataan kesanggupan menyediakan jaminan senilai
harga sesuai hasil penilaian appraisal kepada Pengadilan
Tinggi dan tembusannya kepada Ketua Mahkamah Agung.

Memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai
barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan
kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian
hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan
pengadilan tingkat pertama.

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah  menerima permohonan, Pengadilan Tinggi
memberikan penetapan.

Apabila jaminan tersebut berupa uang harus disimpan di
bank Pemerintah (Pasal 54 Rv).

Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri
seperti daftar benda- benda sitaan dalam perkara perdata;

Pelaksanaan putusan serta merta suatu gugatan, yang
didasarkan adanya putusan hakim perdata lain yang
berkekuatan hukum tetap tidak memerlukan jaminan.

Pengadilan Tinggi tidak memberikan persetujuan (sesuai
SEMA Nomor 3 Tahun 2000) pelaksanaan putusan
Pengadilan Negeri yang bersifat serta merta jika putusan
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tersebut tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam
pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg.

8. Tahapan Eksekusi Pengosongan

Langkah-langkah melaksanakan eksekusi pengosongan:

a.

Apabila dalam tenggang waktu paling lama 8 (delapan) hari
setelah aanmaning termohon eksekusi tidak memenuhi secara
sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri berwenang
melakukan eksekusi Pengosongan.

. Pemohon eksekusi dapat langsung memohon pelaksanaan

eksekusi pengosongan apabila telah terdapat penyitaan
jaminan sebelumnya dalam amar putusan, kecuali dalam
amar putusan tidak terdapat amar penyitaan jaminan, maka
pemohon eksekusi mengajukan permohonan sita eksekusi
terlebih dahulu.

Sebelum menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan
eksekusi pengosongan, Pengadilan Negeri dan pemohon
eksekusi melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak
keamanan terkait setempat mengenai biaya dan rencana
waktu pelaksanaan eksekusi.

Panitera  menerima  pemberitahuan  kesediaan  pihak
keamanan mengenai waktu pelaksanaan eksekusi.

Panitera memimpin rapat koordinasi teknis pelaksanaan
eksekusi di kantor Pengadilan Negeri sebelum pelaksanaan
eksekusi.

Panitera melalui Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan
pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
pelaksanaan eksekusi.

Pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Panitera atau
Jurusita/ Jurusita Pengganti, dengan dihadiri 2 (dua) orang
saksi, dengan pengawalan oleh Petugas Keamanan.

9. Eksekusi Pemulihan

Langkah-langkah melaksanakan pemulihan eksekusi:

a.

b.

Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tatacara
eksekusi riil.

Eksekusi pemulihan dijalankan tanpa syarat.

c. Dapat dilakukan secara sukarela oleh penggugat/semula

pemohon eksekusi.

Dieksekusi dengan paksa, dan jika perlu dengan bantuan
kekuatan umum apabila penggugat/semula pemohon
eksekusi ingkar melakukan pemulihan secara sukarela.

. Apabila barang sudah berpindah ke pihak ketiga, maka

tergugat/semula termohon eksekusi harus menempuh upaya
hukum melalui gugatan ganti rugi senilai obyek miliknya yang
telah dieksekusi tersebut dengan eksekusi serta merta.

Apabila barang yang sudah hancur, maka diganti dengan
barang sejenis, atau ganti rugi dengan uang, dan apabila
tergugat/semula termohon eksekusi menuntut pemulihan
secara fisik persis seperti barang semula, maka permintaan
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pemulihan eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dijalankan,
dengan penilaian oleh penilai publik (appraiser).

10. Eksekusi Terhadap Termohon Instansi Pemerintah/
BUMN/BUMD.

a. Dalam hal eksekusi terhadap termohon eksekusi yang
merupakan instansi Pemerintah/BUMN/BUMD tahapan-
tahapan eksekusi sama dengan di atas.

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara, dilarang melakukan
penyitaan atas uang dan barang-barang milik negara atau
daerah.

c. Ketua Pengadilan Negeri tetap melakukan peringatan
atau aanmaning kepada termohon eksekusi dalam jangka
waktu 8 (delapan) hari untuk melaksanakan secara sukarela.

d. Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan
eksekusi membebankan pemenuhan isi putusan kepada
termohon eksekusi untuk memasukkan pada penganggaran
DIPA pada instansi Pemerintah, BUMN/BUMD dalam APBN
atau APBD tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran
berikutnya.

e. Apabila suatu BUMN telah go public atau menjadi
perseroan Tbk (terbuka) pada dirinya dan pada uang atau
barang yang dimilikinya tidak melekat lagi unsur milik negara,
tetapi sudah menjadi milik publik atau milik umum yang
tunduk pada ketentuan hukum perdata dan tidak lagi tunduk
pada hukum publik.

Oleh karena itu, seluruh harta kekayaan maupun barang-
barang yang ada pada penguasaannya tunduk pada
ketentuan hukum perdata.

Dengan demikian penyitaannya pun tunduk pada ketentuan
hukum acara perdata dengan jalan mengesampingkan
ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004.

f. Berkaitan dengan huruf (e) di atas, dapat dilakukan penyitaan
apabila sengketa berdasarkan sengketa milik atau utang
piutang maupun sita eksekusi dalam rangka pemenuhan
pembayaran utang atau ganti rugi.

11. Eksekusi Putusan Hubungan Industrial (PHI)

a. Perjanjian bersama, tidak dilaksanakan oleh salah satu
pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan
permohonan eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama (PB)
didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi (Pasal 23 UU
Nomor 2 Tahun 2004).

b. Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah
hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama, maka
pemohon eksekusi dapat melakukan permohonan eksekusi
melalui Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon
eksekusi, untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten
melakukan eksekusi.
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c. Akta Perdamaian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak,
maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan
eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri di wilayah Akta Perdamaian didaftar untuk
mendapat penetapan eksekusi (Pasal 44 UU Nomor 2 Tahun
2004).

d. Putusan Arbitrase PHI, tidak dilaksanakan oleh salah satu
pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan
permohonan fiat eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi
tempat kedudukan pihak terhadap siapa putusan ini harus
dilaksanakan, agar putusan diperintahkan untuk
dijalankan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah permohonan didaftarkan pada Panitera
Pengadilan Negeri setempat, dengan tidak memeriksa alasan
atau pertimbangan dari putusan arbitrase (Pasal 51 UU
Nomor 2 Tahun 2004).

e. Putusan perselisihan hak dan perselisihan pemutusan
hubungan kerja yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap (Pasal 110 UU Nomor 2 Tahun 2004).

12. Eksekusi Terhadap Grose Akta

a. Menjalankan eksekusi terhadap grosse akta hipotik (pesawat
terbang dan kapal laut) serta grosse akta pengakuan hutang
(Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBG).

b. Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBG memperkenalkan eksekusi
terhadap perjanjian asal dalam bentuk grosse akta yang
dilaksanakan dengan putusan yang BHT dan melekat
kekuatan eksekutorial jika debitur tidak memenuhi
pelaksanaan perjanjian secara sukarela maka kreditur dapat
mengajukan permintaan ke Ketua Pengadilan Negeri.

c. Grosse adalah salinan pertama dan akta otentik salinan
pertama diberikan kepada kreditur.

d. Syarat grosse akta pengakuan hutang yang dapat
dimohonkan eksekusi kepada KPN:

1) Dibuat notaris yang berkepala demi keadilan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (titel
excecutiorial);

2) Jumlah hutangnya pasti (fixed) dan tanpa
persyaratan- persyaratan lainnya;

3) Jumlah hutangnya diakui debitur dan ia berjanji
mengembalikan dalam waktu tertentu (misal 6 bulan
disertai bunga 2% sebulan).

13. Eksekusi Hak Tanggungan

Dasar hukum eksekusi Hak Tanggungan adalah Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Dalam pasal 20 ayat 1 huruf a dan b serta ayat 2 UU Nomor 4
Tahun 1996, ada 3 cara eksekusi yang dapat ditempuh oleh kreditor
(pemegang hak tanggungan) bila debitur (pemberi hak tanggungan)
wanprestasi:
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a. Parate eksekusi/eksekusi langsung pada hak tanggungan
(pasal 6 UUHT) manakala debitur (pemberi hak tanggungan)
wanprestasi, maka kreditur sebagai pemegang hak
tanggungan pertama atas kuasanya sendiri dapat
melakukan penjualan obyek hak tanggungan melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasannya dari hasil
penjualan tersebut Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.

b. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam
sertifikat hak tanggungan (pasal 14 ayat 2 UU Nomor 4
Tahun 1996) dimohonkan ke KPN Pasal 200 ayat (11)
HIR/ Pasal 218 ayat (2) RBG tentang pengosongan dan
Pasal 200 ayat (1) HIR / Pasal 215 (RBG) tentang
pelaksanaannya.

c. Eksekusi melalui penjualan obyek hak tanggungan
secara dibawah tangan atas kesepakatan antara
debitur/pemberi HT dan kreditur/pemegang hak tanggungan
(Pasal 20 (2) UU Nomor 4 Tahun 1996).

d. Masalahnya bagaimana jika pelelangan hak tanggungan
oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang (parate eksekusi)
apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang
apakah pemenang lelang dapat mengajukan eksekusi
pengosongan secara langsung kepada ketua pengadilan negeri
atau harus melalui gugatan?;

e. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2016, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan, terhadap pelelangan hak tanggungan oleh
Kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak
mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan
dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
tanpa melalui gugatan.

f. Setelah berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan, dalam pasal 6 ada klausul “janji untuk menjual
atas kekuasaan sendiri” pada prinsipnya berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338
KUH Perdata) disebut Azas Kebebasan Berkontrak dan
dikenal pula sebagai asas pacta suntservanda (setiap yang
diperjanjikan  wajib dilaksanakan) sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan pasal 1339 KUH Perdata.

g. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2016, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan, proses eksekusi atau lelang eksekusi secara
hukum telah selesai jika obyek eksekusi atau obyek lelang
telah diserahkan kepada pemohon eksekusi atau pemenang
lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus
diajukan dalam bentuk gugatan bukan perlawanan.

14. Pencabutan Penetapan Eksekusi Apabila Ternyata Ada
Kesalahan Atau Kekeliruan
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a. Suatu penetapan baik tentang perintah pelaksanaan maupun
penangguhan pelaksanaan putusan bukanlah merupakan
perbuatan mengadili.

b. Jika terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang
terdahulu menyatakan putusan tidak dapat dilaksanakan dan
barang jaminan dibebaskan dari tanggungan, apabila
dikemudian hari ditemukan ada kesalahan atau kekeliruan,
penetapan Ketua Pengadilan Negeri dapat dicabut kembali
dengan ada atau tidak adanya permohonan pencabutan (lihat:
Tanya Jawab Teknis Yustisial MA. RI tahun 1996).

15. Penangguhan Eksekusi.

a. Eksekusi hanya bisa ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan
Negeri, yang memimpin eksekusi. Dalam hal sangat
mendesak dan Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, Wakil
Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan agar eksekusi
ditangguhkan, misalnya terjadi serangan fisik terhadap
petugas eksekusi.

b. Penangguhan eksekusi bersifat kasuistis dan eksepsional.
c. Penangguhan atas alasan perikemanusiaan.

d. Penangguhan eksekusi bersifat sementara terbatas untuk
jangka waktu tertentu atau persyaratan tertentu, misalnya
penangguhan dengan alasan adanya perlawanan pihak atau
pihak ketiga, maka jangka waktunya sampai perkara
perlawanan diputus di tingkat pertama. Jika perkara
perlawanan ditolak, maka eksekusi dilanjutkan, namun
apabila perlawanan dikabulkan, maka harus menunggu
sampai keputusan berkekuatan hukum tetap.

e. Apabila jangka waktu penangguhan yang ditentukan
dilampaui, maka eksekusi harus dilaksanakan tanpa
diperlukan aanmaning lagi.

f. Penangguhan eksekusi dituangkan dalam penetapan Ketua
Pengadilan Negeri.

g. Pelaksanaan eksekusi yang ditangguhkan berdasarkan
permohonan untuk melanjutkan.

23. Alasan-Alasan Penangguhan Eksekusi.

a. Penangguhan eksekusi terkait dengan verzet terhadap
putusan verstek:

1) Pelaksanaan eksekusi ditangguhkan dalam  hal
putusan yang dimohonkan eksekusi adalah putusan
verstek yang pemberitahuannya diberitahukan langsung
kepada tergugat dan tergugat mengajukan verzet (Pasal
129 HIR / Pasal 153 RBg).

2) Jika putusan tidak langsung diberitahukan kepada
tergugat sendiri, dan pada waktu aanmaning tergugat
hadir, maka, tenggang waktunya sampai pada hari ke 8
(delapan) setelah aanmaning. (Pasal 129 ayat (2) HIR /
Pasal 153 RBg).

3) Jika termohon eksekusi tidak hadir pada waktu
aanmaning, maka tenggang waktunya adalah hari ke 8
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(delapan) setelah sita eksekusi dilaksanakan (Pasal 129
ayat (2) HIR / Pasal 153 RBg).

4) Adanya Perlawanan Termohon eksekusi baik setelah
pendaftaran eksekusi, maupun setelah aanmaning
(dalam putusan verstek).

5) Perlawanan dari termohon eksekusi kecuali perlawanan
berupa verzet terhadap putusan verstek, pada azasnya
tidak menunda eksekusi

Perlawanan Pihak yang kalah atau Termohon eksekusi
(verzet) dengan alasan:

1) Putusan Pengadilan tersebut telah dipenuhi;

2) Syarat penyitaan tidak sesuai atau bertentangan
dengan undang- undang;

3) Penyitaan bertentangan dengan ketentuan Pasal 197
ayat (8) HIR / Pasal 211 RBg, yaitu terhadap hewan dan
barang bergerak untuk menjalankan usahanya sehari-
hari (mata pencaharian).

Adanya Perlawanan Pihak ketiga (derden verzet) sebagai
pemegang HM, HGU, HGB, Hak Pakai,

Perlawanan pihak ketiga sebagai pemegang Hak Tanggungan
dan hak sewa.

Adanya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang telah
diajukan sebelum atau setelah permohonan eksekusi
diajukan.

Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung.

Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan
pelaksanaan putusan pengadilan.

Hanya permohonan PK yang sangat mendasar yang dapat
dijadikan alasan menunda/menghentikan eksekusi yaitu:

1) Permohonan PK benar-benar sesuai dengan salah satu
alasan PK Pasal 67 UUMA.

2) Alasan yang ditemukan didukung oleh fakta atau
bukti yang jelas dan sempurna

3) c. Dapat diperkirakan majelis hakim yang akan
memeriksa PK besar kemungkinan akan
mengabulkannya.

Obyek eksekusi tidak sama dengan keadaan yang ada di
lapangan.

Obyek eksekusi masih dalam proses perkara lain.
Penangguhan eksekusi atas alasan perdamaian.

Putusan perkara perdata bertentangan dengan putusan
perkara pidana.

Terhadap eksekusi pemeliharaan anak, sampai adanya
pendekatan untuk membujuk anak yang tidak berkenan
diserahkan;
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k. Terhadap penangguhan eksekusi karena ada perlawanan

majelis hakim yang menangani perkara perlawanan tersebut
harus selalu berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri.

24. Permintaan Bantuan Eksekusi (Delegasi Eksekusi)

Pelaksanaan permintaan bantuan eksekusi (delegasi eksekusi)
dilaksanakan sesuai SEMA No.01 Tahun 2010.

a.

Apabila barang tereksekusi berada di wilayah hukum
pengadilan negeri lain, maka Ketua Pengadilan Negeri
meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah
hukum obyek eksekusi terletak.

Dalam hal eksekusi suatu putusan pengadilan negeri
yang semula menangani perkaranya dimintakan bantuan
kepada pengadilan negeri lain di luar wilayah hukumnya, di
mana obyek sengketa terletak, maka permintaan tersebut,
dituangkan dalam suatu penetapan, oleh Ketua Pengadilan
Negeri yang meminta bantuan dan selanjutnya oleh Ketua
Pengadilan Negeri yang diminta bantuan dengan suatu
penetapan yang Dberisi perintah kepada Panitera atau
Jurusita/jurusita  pengganti agar eksekusi tersebut
dijalankan, atas perintah dan di bawah perintah Ketua
Pengadilan Negeri yang diminta bantuan tersebut.

Dalam hal eksekusi tersebut di atas diajukan perlawanan
baik dari pelawan tersita maupun dari pihak ketiga, maka
perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus
oleh pengadilan negeri yang diminta bantuannya,
sebagaimana Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206 ayat (6) RBg.

Dalam hal pelawan dalam perlawanannya meminta agar
eksekusi tersebut ditangguhkan, maka yang berwenang
menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi tersebut
adalah Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya,
sebagai pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan
bahwa dalam jangka waktu 2 x 24 jam melaporkan secara
tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meminta
bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya,
termasuk adanya  penangguhan = eksekusi  tersebut,
sebagaimana Pasal 195 ayat (5) dan ayat (7) HIR / Pasal 206
ayat (5) dan ayat (7) RBg.

Yang dimaksud dengan eksekusi dapat ditangguhkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi pada
halaman 102 dan 103 angka 8 dan 1 Buku II edisi revisi 2007
terbitan 2009 adalah Ketua Pengadilan Negeri yang diminta
bantuannya, Pasal 195 ayat (3) dan ayat (4) HIR / Pasal 206
ayat (4) dan ayat (6) RBg menunjukkan bahwa Ketua
Pengadilan negeri yang diminta bantuan bertindak memimpin
eksekusi, dan yang melakukan segala sesuatu yang
berhubungan dengan eksekusi tersebut. Ketua Pengadilan
Negeri yang meminta bantuan, cukup mendapatkan laporan
tentang jalannya eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri yang
dimintakan bantuan.

25. Eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata Lingkungan Hidup

a.

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara perdata
lingkungan hidup dilaksanakan sesuai UU nomor 32 tahun
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2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

b. Untuk eksekusi putusan perkara perdata lingkungan hidup
berisi amar “perintah pemulihan” atau ganti rugi pemulihan
lingkungan hidup perlu ditunjuk “auditor” atau penilai publik
(appraiser) khusus dibidang lingkungan hidup yang
independen, melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri atas
permohonan pemohon eksekusi guna melakukan penilaian
atau penghitungan kerugian lingkungan hidup, dan sebelum
melaksanakan tugas, wajib disumpah terlebih dahulu oleh
Ketua Pengadilan Negeri.

26. Putusan Non Eksekutabel
Putusan yang non eksekutabel, antara lain:
a. Putusan bersifat declaratoir (pernyataan) dan constitutif.
b. Harta kekayaan termohon eksekusi tidak ada.

c. Barang yang menjadi obyek eksekusi berada di tangan pihak
ketiga.

d. Eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap penyewa.
e. Obyek yang akan dieksekusi tidak jelas batas-batasnya.

Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang
disebut dalam amar putusan.

g. Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan
karena obyek yang akan dieksekusi musnabh.

h. Tanah yang hendak dieksekusi berubah statusnya menjadi
tanah negara.

i. Barang yang menjadi objek eksekusi berada di luar negeri.

j- Adanya putusan-putusan yang bertentangan satu dengan
yang lain tentang obyek yang sama, dengan catatan harus
dipelajari sejauh mana pertentangan putusan tersebut.

k. Amar putusan yang menyangkut identitas tidak sama
dengan kenyataan di lapangan.

E. PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI:

Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang
Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, “Pendaftaran Permohonan
Eksekusi”:

1. Permohonan diajukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Kepaniteraan Perdata.

2. Petugas PTSP memeriksa persyaratan formil pengajuan
permohonan Aanmaning/eksekusi dari pihak Pemohon Eksekusi
atau kuasanya, selanjutnya memasukkan ke dalam map khusus
yang telah dilengkapi daftar atau list isi map.

3. Dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Palangkaraya tentang panjar biaya perkara, Petugas PTSP
atau Pemohon dapat menghitung biaya panjar Aanmaning,
selanjutnya perhitungan panjar biaya perkara tersebut
dituangkan dalam slip setoran kepada bank.
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Kasir menerima bukti penyetoran biaya panjar permohonan
Aanmaning Eksekusi, yang telah disetor kepada bank oleh
Pemohon Eksekusi, dan mencatat transaksi penyetoran biaya
panjar perkara ke dalam jurnal keuangan perkara yang
bersangkutan.

Petugas PTSP menyerahkan berkas permohonan
Aanmaning/eksekusi kepada Meja I (Panitera Muda Perdata) dan
selanjutnya Panitera Muda Perdata memerintahkan petugas
pendaftaran pada Meja III untuk menginput kedalam SIPP dan
dicatatkan didalam Register Perkara Eksekusi.

Petugas Meja III setelah mendaftarkan  permohonan
Aanmaning/eksekusi dan menginput dalam SIPP, kemudian
menyerahkan berkas permohonan kepada Panitera Muda terkait.

Setelah menerima berkas permohonan dari Meja III, Panitera
Muda terkait memerintahkan melakukan peminjaman berkas
Bundel A kepada Panitera Muda Hukum untuk disatukan
dengan berkas permohonan.

Panitera Muda terkait membuat resume berdasarkan
permohonan eksekusi dan berkas perkara (Bundel A), selanjutnya
Panitera memberikan pendapat terhadap resume dan kemudian
meneruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam hal permohonan eksekusi memenuhi syarat:

Dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja setelah menerima resume eksekusi, apabila menurut
penilaian Ketua Pengadilan Negeri permohonan tersebut
memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, selanjutnya Ketua
Pengadilan Negeri membuat disposisi kepada Panitera berupa
perintah untuk membuat penetapan Aanmaning.

Dalam hal permohonan eksekusi tidak memenuhi syarat:

Ketua Pengadilan Negeri membuat disposisi kepada Panitera
berupa perintah untuk membuat penetapan non eksekutabel,
serta perintah untuk pengembalian sisa biaya panjar perkara.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menandatangani penetapan
aanmaning, Panitera menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti
guna memanggil Termohon Eksekusi, untuk menghadiri dalam
sidang insidenstil aanmaning sesuai jadwal yang telah
ditentukan.

Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan panggilan kepada
Termohon, dan apabila dipandang perlu juga Pemohon, dengan
relaas panggilan selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 3
(tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan aanmaning.

Pelaksanaan aanmaning dilakukan paling lambat 30 hari kerja
sejak pendaftaran, cukup dilakukan sebanyak 1 (satu) kali,
kecuali apabila Ketua Pengadilan Negeri memandang perlu untuk
dilakukan pemanggilan 1 (satu) kali lagi.

Sidang insidentil aanmaning dilangsungkan dalam suatu ruang
khusus yang ditetapkan untuk itu dengan dihadiri oleh Ketua
Pengadilan Negeri, Panitera, dan pihak-pihak yang dipanggil oleh
Jurusita/Jurusita Pengganti atas perintah Ketua Pengadilan
Negeri.
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Sidang insidentil aanmaning pada pokoknya berupa peringatan
dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Termohon Eksekusi untuk
bersedia memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap secara sukarela dalam tenggang waktu selambat-lambatnya
selama 8 (delapan) hari setelah pelaksanaan aanmaning.

Para pihak yang hadir dalam sidang insidentil aanmaning
menandatangani absensi kehadiran.

Berita Acara sidang insidentil aanmaning cukup ditandatangani
oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera.

Dalam hal setelah aanmaning Termohon Eksekusi memenuhi
putusan secara sukarela:

Setelah dilakukan aanmaning ternyata termohon eksekusi
telah memenuhi putusan secara sukarela, maka dibuatkan
Berita Acara pelaksanaan putusan secara sukarela dan
Berita Acara Serah Terima, selanjutnya Panitera melalui
Panitera Muda Perdata menyerahkan berkas permohonan
dan Bundel A kepada Panitera Muda Hukum untuk dicatat
dan diarsipkan.

Di samping itu, Panitera Muda Perdata wajib memerintahkan
kepada Petugas Meja III untuk mencatat Berita Acara
pelaksanaan putusan secara sukarela dan Berita Acara serah
terima dalam register perkara eksekusi, serta menginput dalam
SIPP yang bersangkutan sedangkan Kasir wajib menutup Jurnal
Keuangan eksekusi perkara.

Dalam hal setelah aanmaning Termohon Eksekusi tidak
memenuhi putusan secara sukarela dan pemohon eksekusi
tidak menindaklanjuti permohonan eksekusi sampai dengan
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja:

Dalam hal termohon eksekusi tidak menghiraukan perintah
untuk memenuhi putusan secara sukarela sesuai tenggang
waktu yang telah ditentukan dalam sidang insidentil
aanmaning, dan pemohon eksekusi tidak menindaklanjuti
permohonan eksekusi sampai dengan paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja, meskipun telah diberitahukan oleh
Pengadilan mengenai hak haknya, maka atas perintah Ketua
Pengadilan Negeri, Panitera melalui Panitera Muda Perdata
memerintahkan kepada Petugas Meja III untuk mencatat dan
kasir (Meja I) menutup jurnal keuangan eksekusi, selanjutnya
berkas permohonan dan bundel A oleh petugas meja III
diserahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan.

Dalam hal setelah jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari
Pemohon mengajukan permohonan eksekusi kembali, maka
permohonan tersebut didaftar dengan nomor baru. Akan tetapi
untuk mengetahui bahwa permohonan eksekusi tersebut
merupakan kelanjutan dari permohonan yang sebelumnya, maka
di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maupun
didalam Register Eksekusi dan Jurnal Keuangan Eksekusi nomor
baru tersebut di-juncto-kan dengan nomor yang lama.

Untuk tertib administrasi, selama proses pelaksanaan eksekusi
belum selesai, maka berkas permohonan eksekusi berikut Bundel
A tetap tersimpan dengan rapih dalam almari khusus Panitera
Muda terkait di bawah pengawasan langsung Panitera.
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F. PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PANJAR BIAYA

EKSEKUSI, BIAYA-BIAYA LAIN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI
DAN STATUS SISA PANJAR BIAYA EKSEKUSI

Berpedoman Instruksi Dirjen Badilum MARI Nomor
3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 Tentang Pengelolaan Dan
Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-Biaya Lain Dalam
Pelaksanaan Eksekusi Dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi:

1. Pelaksanaan eksekusi mengacu pada Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 40/DJU/ SK/ HM.02.3 /1/ 2019
tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.

2. Pembayaran Panjar Biaya Permohonan eksekusi
dilakukan secara sekaligus mulai dari aanmaning
sampai dengan pengosongan/lelang yang besarannya
diatur dalam Surat Keputusan Panjar Biaya Perkara
yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

3. Biaya setiap tahapan pelaksanaan eksekusi dan
kegiatannya wajib diperinci sesuai dengan jenis
pengeluaran sebagaimana pedoman eksekusi pada

poin kesatu dan diuraikan dalam bukti
penerimaan pembayaran yang diterima oleh pihak
pemohon;

4. Setiap pengeluaran sebagaimana pada poin ketiga
wajib dipertanggung jawabkan dengan bukti yang sah;

5. Biaya pengamanan, koordinasi, pembongkaran,
sewa gudang, pengangkutan, pengukuran oleh BPN dan
lain-lain dibayarkan langsung oleh pemohon kepada
pihak terkait.

6. Pengadilan Negeri dapat melaksanakan eksekusi setelah
seluruh biaya dibayar lunas oleh pemohon;

7. Apabila ada kelebihan panjar biaya eksekusi yang
tidak terpakai, maka biaya tersebut wajib
dikembalikan kepada pihak pemohon;

8. Bilamana Biaya tersebut pada poin ketujuh tidak
diambil dalam waktu 6 bulan setelah pihak yang
bersangkutan diberitahu secara tertulis,maka wuang
tersebut dikeluarkan dari buku jurnal dan
disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP.

9. Rincian Biaya setiap tahapan pelaksanaan
eksekusi, dengan memedomani Lampiran Instruksi
Dirjen Badilum MARI Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 sebagai berikut:
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Lampiran Instruksi Dirjen Badilum MARI Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019

Tanggal 14 Oktober 2019

RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN EKSEKUSI DAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA

JENIS BIAYA

BESARAN

KETERANGAN

A. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT/ PENINJAUAN LAPANGAN/
KONSTATERING ATAU PENCOCOKAN OBJEK PERKARA

1. Biaya Pemberitahuan 2x

Sesuai Radius / biaya pos

Surat diantar oleh
jurusita dikenakan
biaya sesuai
radius.

Surat dikirim
melalui pos
dikenakan biaya
sesuai pos tercatat

Sesuai dengan Standar Biaya

Instrumen sewa

3x

2. Transportasi Masukan (sesuai Peraturan kendaraan
Menteri Keuangan)
3. PNBP Sesuai dengan PP Nomor 5 SSBP
Tahun 2019 (L.A.j)
B. BIAYA TEGURAN/PERINGATAN(AANMANING) UNTUK SEMUA JENIS
1. Pendaftaran Sesuai dengan PP Nomor 5 SSBP
Permohonan Tahun 2019
2. Redaksi Penetapan Sesuai dengan PP Nomor 5 SSBP
Teguran Tahun 2019
PP Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perubahan Tarif Bea
3. Biaya Meterai 1 lembar | Materai dan Besarnya Batas Buku jurnal
Pengenaan Harga Nominal
yang Dikenakan Bea Meterai
. Sesuai SK Panjar Biaya Perkara .
4. Biaya Proses oleh Ketua Pengadilan Negeri Buku jurnal
5. Biaya Panggilan Relaas Sesuai SK Panjar Biaya Kwitansi
' Perkara oleh Ketua Pengadilan | penerimaan

Negeri

jurusita/jurusita

6. Biaya PNBP

a. Pendaftaran
Permohonan Eksekusi

b. Penetapan Teguran

Sesuai dengan PP Nomor 5
Tahun 2019 (1.D.1.a,b,c dan d)

c. Relaas Panggilan Teguran
kepada Termohon

d. Berita Acara Teguran

SSBP

C. BIAYA SITA EKSEKUSI/ PENGANGKATAN SITA EKSEKUSI

1. Redaksi Surat Penetapan | Sesuai dengan PP Nomor 5 SSBP
Tahun 2019 (1.E)
PP Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perubahan Tarif Bea

2. Materai Penetapan Materai dan Besarnya Batas Buku jurnal

Pengenaan Harga Nominal
yang Dikenakan Bea Meterai
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. Fotocopy Berita Acara (5

Sesuai kondisi rail

Kwitansi biaya

set atau lebih sesuai fotocopy
kebutuhan)
Sesuai dengan Standar Biaya Instrumen sewa
. Transportasi Masukan (sesuai Peraturan kendaraan

Menteri Keuangan)

. Upah Jurusita

Sesuai SK Panjar Biaya Perkara
oleh Ketua Pengadilan Negeri

Kwitansi penerimaan
kepada jurusita

. 2 (dua) orang saksi

Sesuai SK Panjar Biaya Perkara
oleh Ketua Pengadilan Negeri

Kwitansi
penerimaan kepada
2 (dua) orang saksi

. Biaya Pendaftaran BPN

Sesuai ketentuan BPN

Kwitansi pendaftaran
sita/pengangkatan

Pengenaan Harga Nominal
yang Dikenakan Bea Meterai

sita dari BPN
PNBP Sesuai dengan PP Nomor 5 SSBP
Tahun 2019 (I.A.1.k.I.m)
. EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN
"Redaksi Surat Sesuai dengan PP Nomor 5 SSBP
Penetapan Tahun 2019 (D.2.b)
PP Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perubahan Tarif Bea
. Meterai Penetapan Materai dan Besarnya Batas Buku jurnal

. Fotocopy Berita Acara
(5 set atau lebih sesuai
kebutuhan)

Sesuai kondisi riil

Kwitansi biaya
fotocopy

. Transportasi

Sesuai dengan Standar Biaya
Masukan (sesuai Peraturan
Menteri Keuangan)

Instrumen sewa
kendaraan

. Upah Jurusita/ Jurusita
Pengganti

Sesuai SK Panjar Biaya Perkara
oleh Ketua Pengadilan Negeri

Kwitansi penerimaan
kepada jurusita

. 2 (dua) orang saksi

Sesuai SK Panjar Biaya Perkara
oleh Ketua Pengadilan Negeri

Kwitansi penerimaan
kepada 2 (dua)
orang saksi

. PNBP

Sesuai dengan PP Nomor 5
Tahun 2019 (I.D.1.e s.d g)

SSBP

. BIAYA MENJALANKAN EKSEKUSI LELANG/MEMBAYAR SEJUMLAH UANG

, Sesuai dengan PP Nomor 5 | SSBP
. Redaksi Surat Penetapan Tahun 2019
PP Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perubahan Tarif
Bea Materai dan Besarnya
. Meterai Penetapan y Buku jurnal

Batas Pengenaan Harga
Nominal yang Dikenakan
Bea Meterai

. Berita Acara Lelang

Nihil

Risalah lelang dari KPKNL




-22-

. . Sesuai SK Panjar Biaya Kwitansi penerimaan
4. Pejabat Penjual Perkara oleh Ketua kepada panitera/
5. (Panitera/Jurusita) Pengadilan Negeri jurusita
6. Biaya Iklan Surat Kabar Sesuai kondisi riil E;At/)i;?nsi dari surat
7. Biaya Pelaksanaan Nihil Biaya diperhitungkan
Lelang langsung oleh KPKNL
. Sesuai kondisi riil Apabila lelang
8. Transportasi dilaksanakan di luar
lLantar nannadilan
9. Biaya Apraisal Sesuai kondisi riil Kwitansi dari apraisal
. Sesuai dengan PP Nomor 5 | SSBP
10. Biaya PNBP Tahun 2019 (1.D.1.e s.d q)
F. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK, FIDUSIA DAN GROSSE AKTA
PENGAKUAN UTANG
PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang
. Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya .
1. Meterai Penetapan Batas Pengenaan Harga Nominal yang | Buku jurnal
Dikenakan Bea Meterai
2. Redaksi Penetapan Sita | Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Eksekusi (D.4.e)
3. Berita Acara Pelaksanaan | Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Sita Eksekusi (D.4.1)
4. Pendaftaran Sita Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Eksekusi (D.4.9)
5. Penyerahan Salinan BA Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Sita Eksekusi kepada (D.4.h)
Tarmnanhan
6. Penyerahan Salinan BA Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Sita Eksekusi kepada (D.4.1)
Doamnhnan
Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
7. Penetapan Lelang (DA4])
Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
8. Pengumuman Lelang
(D.4.k)
9. Pembagian Hasil Lelang (SDezu1a)| dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 SSBP
10. Pendaftaran . Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 SSBP
Permohonan Eksekusi (D.4.m)
Pengosongan Obyek Lelang o
11. Pemberitahuan Perintah Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Pengosongan (D.4.n)
12. Pemberitahuan Pelaksanaan Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Pengosongan (D.4.0)
13.Berita Acara Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Pengosongan (D.4.p)
14. Penyerahan Salinan Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Berita Acara (D.4.9)
Pengosongan
G. EKSEKUSI ARBRITASE
PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya
1. Meterai Penetapan Batas Pengenaan Harga Nominal yang | Buku jurnal
Dikenakan Bea Meterai
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2. Penetapan Perintah Sita| Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Eksekusi (D.5.d)
3. Berita Acara Sita Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Eksekusi (D.5.e)
4. Pendaftaran Sita Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Eksekusi (D.5.1)
5. Penetapan Lelang Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
(D.5.9)
6. Pengumuman Lelang Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
(D.5.h)
7. Berita Acara Lelang Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
(D.5.i)
8. E:?ri?)g:r:zrr: Eksekusi S;ssugi dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 SSBP
Pengosongan Obyek (D-5.)
9. Penetapan Perintah Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Pengosongan (D.5.k)
10. Redaksi Putusan/ Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Penetapan (D.5.1)
11. Pemberitahuan Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Pelaksanaan (D.5.m)
12. Berita Acara Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Pelaksanaan (D.5.n)
13. genlyerahan Salinan Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 SSBP
erita Acara (D.5.0)
Pengosongan e
H. PENCABUTAN PERKARA EKSEKUSI
PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang
. Perubahan Tarif Bea Materai dan Buku
1. Meterai Penetapan Besarnya Batas Pengenaan Harga jurnal
Nominal yang Dikenakan Bea Meterai
2. Pendaftaran Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Permohonan Pencabutan| (D.6.a)
3. Penetapan Pencabutan | Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Sita Eksekusi (D6b)
4. Berita Acara Pencabutan | Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Sita Eksekusi (D.6.c)
5. Penyerahan Salinan Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Berita Acara Pencabutan (D.6.d)
Eksekusi Sita Eksekusi
6. Penetapan Pencabutan | Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
Perintah Lelang (D.6.e)
7. Pengumuman Pencabutan | Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 | SSBP
8. Pengumuman Lelang (D.6.0

Catatan:

Untuk penentuan besaran biaya upah jurusita, biaya saksi dan
pejabat penjual, agar ketua pengadilan negeri berkoordinasi dengan
Ketua Pengadilan Tinggi.
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G. PEDOMAN KEPATUHAN PENGINPUTAN DATA EKSEKUSI PADA

SIPP

Berpedoman Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Nomor 846/DJU/HM.02.3/8/2021 perihal
Pelaksanaan Eksekusi pada Pengadilan Negeri dan Kepatuhan
Penginputan Data Eksekusi Pada SIPP.

1.

Seluruh permohonan eksekusi wajib dicatat pada SIPP
(register eksekusi di SIPP), untuk permohonan eksekusi yang
belum didata pada SIPP atau yang masuk sebelum adanya SIPP
dan secara manual terdata belum dilaksanakan maka tetap
diwajibkan untuk dimasukan dalam SIPP.

. Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya wajib melaporkan

secara berkala kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
terkait permohonan eksekusi yang telah diselesaikan dan
permohonan eksekusi yang tidak dapat diselesaikan serta
meminta arahan dan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Palangkaraya menyangkut permohonan eksekusi yang tidak
dapat diselesaikan.

. Untuk tertib administrasi terhadap permohonan-permohonan

eksekusi yang sudah aanmaning lewat dari 1 (satu) tahun,
Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya agar menyurati
pihak pemohon untuk menanyakan apakah eksekusi
sudah dilaksanakan secara sukarela dan
menginformasikan bahwa jika setelah 30 (tiga puluh) hari
kerja tidak ada penjelasan dari pemohon, maka atas perintah
Ketua Pengadilan Negeri, Panitera melalui Panitera
Muda Perdata memerintahkan kepada petugas meja III untuk
mencatat dan kasir (petugas Meja [) menutup jurnal keuangan
eksekusi, selanjutnya berkas permohonan dan bundel A oleh
petugas meja IIl diserahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk
diarsipkan.

Setiap ada pergantian Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya,
dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan
Negeri wajib dituangkan tunggakan penyelesaian permohonan
eksekusi pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

. Pengadilan Negeri Palangkaraya agar mengisi kolom keterangan

pada SIPP menyangkut alasan permohonan eksekusi yang
belum dapat dilaksanakan setelah melebihi batas waktu 30
(tiga puluh) hari kerja setelah aanmaning.

. Untuk pelaksanaan keterbukaan informasi, pada halaman depan

website setiap Pengadilan Negeri Palangkaraya diwajibkan
untuk memuat Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan
Eksekusi Riil sebagai berikut:
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Surat Keputusan Direkiur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 30/83U/SK/HM.02.3/1/2019
1entang Pedoman Eksekust Pada Peagadilan Negen




-26-

H. PEDOMAN KEPATUHAN PENGINPUTAN DATA EKSEKUSI PADA SIPP

DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI

Berpedoman Lampiran I Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Mahkamah Agung Nomor 846/DJU/HM.02.3/8/2021 tanggal
10 Agustus 2021 perihal Pelaksanaan Eksekusi pada Pengadilan
Negeri dan Kepatuhan Penginputan Data Eksekusi Pada SIPP.

1.

Ketua/Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya adalah
penanggung jawab utama dalam memastikan akurasi data, pengendalian
mutu dan ketepatan waktu pengunggahan data pada aplikasi SIPP.

. Pengadilan Negeri Palangkaraya diwajibkan untuk mempublikasi prosedur

eksekusi pada website masing-masing.

. Pelaksanaan Aanmaning dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh)

hari kerja sejak pendaftaran, cukup dilakukan sebanyak 1 (satu) kali,
kecuali apabila Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya memandang perlu
untuk dilakukan pemanggilan 1 (satu) kali lagi.

Dalam peringatan eksekusi/aanmaning, Ketua Pengadilan
Negeri Palangkaraya memperingatkan termohon eksekusi (tergugat/pihak
yang kalah) agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama
8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peringatan dan menjelaskan
kewajiban pemohon untuk melaporkan kepada Ketua Pengadilan
Negeri apabila pelaksanaan putusan selanjutnya dilakukan secara
sukarela oleh termohon sehingga kepastian hukum lebih terjamin.

. Setelah dilakukan aanmaning ternyata termohon eksekusi telah

memenuhi putusan secara sukarela sebagaimana di atas, maka
dibuatkan Berita Acara pelaksanaan putusan secara sukarela
dan Berita Acara Serah Terima, selanjutnya Panitera melalui
Panitera Muda terkait menyerahkan berkas permohonan dan
Bundel A kepada Panitera Muda Hukum untuk dicatat dan
diarsipkan.

. Panitera Muda wajib memerintahkan kepada Petugas Meja III untuk

mencatat Berita Acara Pelaksanaan putusan secara sukarela dan Berita
Acara serah terima dalam register perkara eksekusi, serta mengisi
dalam SIPP, sedangkan Kasir wajib menutup Jurnal Keuangan
Eksekusi perkara.

. Dalam hal setelah jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari

Pemohon mengajukan permohonan eksekusi kembali, maka
permohonan tersebut didaftar dengan nomor baru. Akan tetapi untuk
mengetahui bahwa permohonan eksekusi tersebut merupakan
kelanjutan dari permohonan yang sebelumnya, maka di dalam SIPP
maupun di dalam register eksekusi dan jurnal keuangan eksekusi,
nomor baru tersebut di-juncto-kan dengan nomor lama.

Untuk tertib administrasi, selama proses pelaksanaan eksekusi belum
selesai, maka berkas permohonan eksekusi berikut Bundel A tetap
tersimpan dengan rapi dalam lemari khusus Panitera Muda Perdata di
bawah pengawasan langsung Panitera.

. Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan harus

dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang
cukup sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan
eksekusi.

10. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penginputan data eksekusi

pada SIPP antara lain:



11.

12.

13.
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a. Pengisian pendaftaran eksekusi;

b. Pengisian permohonan eksekusi ke dalam SIPP (data para
pihak);

c. Pengisian Berita Acara pelaksanaan putusan secara sukarela
dan Berita Acara serah terima ke dalam SIPP;

d. Penetapan aanmaning tercatat dalam SIPP.

Tata cara pengisian data eksekusi pada SIPP untuk perkara eksekusi
yang belum terdata pada SIPP (hanya tercatat secara manual), adalah
sebagai berikut:

a. Petugas meja II melakukan pengisian perkara tingkat
pertama;

b. Apabila dalam pengisian majelis hakim dan panitera
pengganti yang menangani perkara tersebut sudah tidak aktif,
admin SIPP melakukan pengisian pada referensi Hakim
dan Panitera Pengganti dengan tetap memperhatikan
nama dan NIP Hakim dan Panitera Pengganti;

c. Petugas meja III melakukan pengisian upaya hukum
perkara;

d. Petugas meja II melakukan pengisian permohonan
eksekusi;

e. Terhadap pengisian perkara lampau, untuk kecepatan dan
ketepatan maka dengan seijin Ketua/Wakil Ketua
Pengadilan, petugas yang ditunjuk dapat menggunakan
akun SIPP milik Ketua/Wakil Ketua Pengadilan.

Jika perkara perdata yang dimohonkon eksekusi tersebut
mengajukan permohonan upaya hukum banding, maka
Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya wajib berkoordinasi
dengan Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya agar segera
mengisi data perkara perdata yang dimohonkan eksekusi
tersebut pada SIPP tingkat banding.

Sedangkan untuk upaya hukum Kasasi, Pengadilan Negeri
Palangkaraya dapat melakukan penginputan tanggal dan amar
putusan sendiri pada SIPP-nya sehingga tidak menjadi
tunggakan di kemudian hari.

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

H. AGUNG SULISTIYONO
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